SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
sebagaimana  diatur dalam = Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah, maka Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow memandang perlu
membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
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dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow;

bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya pejabat
manajerial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang
Mongondow telah melaksanakan rapat pleno yang mana
salah satu poinnya menetapkan  penyesuaian
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 50/PK.01-
BA/7101/2/2026 tanggal 21 April 2026;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang
Mongondow Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembentukan
Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bolaang Mongondow.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan
dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 444);
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 314/0ORT.07-Kpt/01/KPU/V /2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.
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KETIGA
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MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
Menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 27 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

RETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Afanm;)_lang
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 25
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEDUDUKAN
NO. NAMA JABATAN DALAM TIM
I. PENGARAH
1. | Afif Zuhri Ketua KPU Kabupaten Pengarah
Bolaang Mongondow
A ta KPU K t
2. | Yohanes D. Tumengkol nggota KPU Kabupaten Pengarah
Bolaang Mongondow
A KPU K
3. | Alfian B. Pobela nggota KPU Kabupaten Pengarah
Bolaang Mongondow
A KPU K
4. | Jalaludin Koesasi nggota KPU Kabupaten Pengarah
Bolaang Mongondow
A ta KPU Kab t
5. | Sandi S. Dama ngsota abupaten Pengarah
Bolaang Mongondow
II. TIM KERJA
Sekretaris KPU
1. | Ratuganesty Mokoginta Kabupaten Bolaang Ketua
Mongondow
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
Kepala Sub Bagian Koordinator
1. | Christina Tulungen Keuangan, Umum dan merangkap
Logistik anggota
2. | Ellina Mayangsari Pelaksana Anggota
3. | Ridhayanti Darumeat Pelaksana Anggota
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Grysiana R. Mokodompit Pelaksana Anggota
Sebastian R. Thomas Pelaksana Anggota
Pengadministrasian
E H. Mangk A
ndang angkat Perkantoran nggota
Harry H. Mamonto Tenaga Administrasi Anggota
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA
Kepala Sub Bagian Koordinator
Felanny J. Lengkey Perencanaan, Data dan merangkap
Informasi anggota
Ni Made Desika E. Putri Ahli Pertama Anggota
Santi K. Pangemanan Ahli Pertama Anggota
= . .
Lendi Mamonto engadministrasian Anggota
Perkantoran

c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Kepala Sub Bagian

.. Koordinator
Eric S. Sugeha Partisipasi, Hubungan merangka
e Masyarakat dan Sumber £¥ap
) Anggota
Daya Manusia
Faradilla Mokoginta Ahli Pertama Anggota
Riswandi Mokodompit Ahli Pertama Anggota
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Kepala Sub Bagian Koordinator
Felanny J. Lengkey Perencanaan, Data dan merangkap
Informasi Anggota
Eril Tontuli Pelaksana Anggota
e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN
Kepala Sub Bagian Teknis Koordinator
Afandi S. Datunsolang Penyelenggaraan Pemilu merangkap
dan Hukum anggota
Tiniwati Ahli Pertama Anggota
Jevons Bawekes Pelaksana Anggota
Roland Barus Pelaksana Anggota
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S. | Theresia Banne Pelaksana Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Kepal i
e.pg 2 S.ub Baglan Koordinator
1. | Eric S. Sugeha Partisipasi, Hubungan merangka
) - SU8 Masyarakat dan Sumber gxap
. Anggota
Daya Manusia
2. | Rifadli Ahli Pertama Anggota
3. | Fitriana Bouato Ahli Pertama Anggota
[II. TIM AGEN PERUBAHAN
Kepala Sub Bagian
1. | Christina Tulungen Keuangan, Umum, dan Anggota
Logistik
Kepala Sub Bagian Teknis
2. | Afandi S. Datunsolang Penyelenggaraan Pemilu Anggota
dan Hukum
Kepala Sub Bagian
3. | Felanny J. Lengkey Perencanaan, Data dan Anggota
Informasi
Kepala Sub Bagian
) Partisipasi, Hubungan
4. | Eric S. Sugeh A t
He veeha Masyarakat dan Sumber Hnggota
Daya Manusia

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 27 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya AFIF ZUHRI

AfanMang
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